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Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
2. Para Kepala Kantor Pertanahan
di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR 17/SE-PU.04.01/VIII/2022

TENTANG
MEKANISME PELAYANAN PERMOHONAN LANGSUNG
DARI MASYARAKAT OLEH KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI

1. Umum

Dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi
dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun
2021 tentang Surveyor Berlisensi bahwa Kantor Jasa Surveyor Berlisensi yang
selanjutnya disebut KJSB memperoleh pekerjaan Survei dan Pemetaan di bidang
pertanahan dan ruang serta kegiatan di bidang informasi geospasial lainnya
dapat melalui mekanisme permohonan langsung dari masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan
Maksud Surat Edaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan
pertanahan di bidang survei dan pemetaan oleh Kantor Pertanahan. Tujuan
Surat Edaran ini memberikan kesepahaman dan keseragaman dalam
pelaksanaan pelayanan pertanahan di bidang survei dan pemetaan khususnya
pelayanan permohonan langsung dari masyarakat oleh KJSB.

3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang diatur dalam Surat Edaran ini meliputi mekanisme
pelayanan permohonan langsung dari masyarakat oleh KJSB pada kegiatan
survei dan pemetaan dalam rangka:
a. Pendaftaran tanah untuk pertama kali;
b. Pemeliharaan data pendaftaran tanah; dan
c. Layanan dan kegiatan di bidang pertanahan dan ruang lainnya.

4. Dasar Hukum ...
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4. Dasar Hukum

a.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3696);

. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan I b. Peraturan...

3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Sebagaimana Telah Diubah
Terakhir Kali Dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
953);

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 431);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55);

. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun
2021 tentang Surveyor Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 396); dan

Pedoman dan Petunjuk Teknis tentang Surveyor Berlisensi Nomor
394 /JUKNIS.PU.04.01/XII/2021.

5. Mekanisme Pelayanan Permohonan Langsung dari Masyarakat oleh Kantor Jasa
Surveyor Berlisensi

a.

Masyarakat sebagai pemohon mengajukan permohonan survei dan pemetaan
di bidang pertanahan secara langsung kepada KJSB untuk dijadikan prioritas
pada pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan;

. Sebelum mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Pemohon baik perorangan maupun badan hukum menyiapkan dokumen

administrasi ...
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administrasi dan dokumen kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 dan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 16 Tahun 2021;

. Adapun dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa file hasil scan

dalam format pdf atau data digital berupa:

1) Kartu identitas pemohon;

2) Surat pemohonan survei pengukuran dan pemetaan kepada KJSB yang
telah ditandatangani pemohon;

3) Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
bermeterai cukup;

4) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang
Berbatasan;

5) Foto geo-tagging tanda batas bidang tanah;

6) Akta pendirian dan/atau akta perubahan, apabila pemohonnya badan
hukum;

7) Siteplan atau rencana tapak kavling, apabila pemohonnya badan hukum;

8) Dokumen bukti kepemilikan tanah (girik, akta, waris, hibah, pelepasan,
sertipikat); dan

9) Bukti pelunasan pajak (PBB, BPHTB).

. Pemohon dan KJSB membuat, menyetujui dan menandatangani dokumen

kesepakatan bersama berupa Service Level Agreement yang selanjutnya

disebut SLA yang mencakup waktu, biaya dan ketelitian hasil pengukuran

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

. Pemohon menyampaikan permohonannya dengan mendatangi kantor KJSB

yang dipilih secara langsung (offline) atau secara daring (online) dengan

mengisi formulir permohonan survei pengukuran dan pemetaan

menggunakan aplikasi permohonan survei dan pemetaan bidang tanah dan

mengunggah dokumen dalam format digital sebagaimana dimaksud pada

huruf ¢ dan huruf d;

. Tahapan terkait layanan permohonan langsung dari masyarakat oleh KJSB

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

. Pengesahan Peta Bidang Tanah yang selanjutnya disebut PBT oleh Pemimpin

KJSB dilakukan dengan menandatangani secara elektronik, sedangkan

pengunggahan dalam sistem KKP oleh Kantor Pertanahan dilakukan dengan

memberikan QR code pada PBT tersebut sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III; dan

. Selama aplikasi dari Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut PUSDATIN

belum tersedia, maka PBT yang dihasilkan dapat dalam bentuk analog dan

ditandatangani secara manual.

6. Demikian...
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6. Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2022
a.n MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN
PERTANAHAN DAN RUANG,
Ditandatangani secara
Elektronik
VIRGO ERESTA JAYA
NIP. 19690916 199303 1 001
Tembusan:
1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional,
di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal, di Jakarta;
S. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, di Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, di Jakarta;
7. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan, di Bogor.

L7 [m] Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan

o keasliannya, silakan pindai Kode QR dan pastikan menuju ke alamat https:/ /eoffice.atrbpn.go.id/

v 1.03
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LAMPIRAN I SURAT DIREKTUR JENDERAL SURVEI
DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG
NOMOR :17/SE-PU.04.01/VIII/2022

TANGGAL : 11 Agustus 2022

Service Level Agreement (SLA)
Surveyor Berlisensi dan Pemohon
Jenis Permohonan : Pengukuran bidang tanah

Identitas Surveyor

KJSB

Alamat

Nama Surveyor Berlisensi
Nomor Lisensi

Identitas Pemohon
Nama Pemohon
NIK

Alamat

Letak Tanah
Alamat
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota

[.  WAKTU
Waktu Pekerjaan T e, Hari *
(waktu pekerjaan disepakati antara Surveyor Berlisensi dengan Pemohon)

II. BIAYA
Biaya Pekerjaan : Rp.cceennnnes *
(biaya pekerjaan disepakati antara Surveyor Berlisensi dengan Pemohon)

[II. KETELITIAN HASIL AKHIR
Ketelitian Titik Hasil Ukr : . cm/m*
(angka ketelitian hasil ukur disepakati antara Surveyor Berlisensi dengan Pemohon)

IV. Catatan :

............ (diisi sesuai kebutuhan)

Surveyor Berlisensi Pemohon

Nama Nama
Nomor Lisensi
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LAMPIRAN II SURAT DIREKTUR JENDERAL SURVEI
DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG
NOMOR :17/SE-PU.04.01/VIII/2022

TANGGAL : 11 Agustus 2022

SOP Permohonan Langsung dari Masyarakat ke KJSB

Memberikan
Data
Kantor Jasa ~ Kantor Jasa
Surveyor BSurl\_/eyor_
Pemohon Berlisensi Kantor erlisensi
Pertanahan (KJSB)

Mengirim Aol

|:||.© noo|
— oo’ — |ooo

Data berupa peta telaah sekurang-kurangnya

berisi Peta Pendaftaran dan informasi lain pr—

berupa antara lain: oL

1) Peta Dasar Pertanahan; oo

2) daftar koordinat untuk pengikatan

I_IIII

I ) ! ! (KDKN/CORS/Titik tetap lainnya); f !
. 3) Identifikasi indikasi kawasan hutan
Mengajukan Mengajukan Pencetakan (termasuk PIPPIB);
berkas permohonan informasi SPS informasi 4) Peta RTRW dan/atau RTR Kabupaten;
permohonan  bidang tanah spasial dan Bidang Tanah 5) Kondisi terkini dengan mengidentifikasi
tekstual dalam satu blok tutupan lahan secara visual (dari peta
pada area permohonan. dasar/peta citra);

6) Peta Tematik/Data spasial lain yang
dianggap perlu.

7) Informasi mengenai bidang yang akan
diukur dan bidang sekelilingnya.

Kantor Jasa g
Surveyor / Pemohon \
Berlisensi v
(KJS,

Analisa data.

oL Pembayaran YA

< Pekerjaan
< , dilanjutkan/tidak
| ! TIDAK dilanjutkan
1. KJSB membuat kesepakatan jadwal pengukuran

N

KJSB membuat Surat Tugas kepada Surveyor Berlisensi (SB)
3. SB melakukan pengukuran dan penataan titik batas blok
bidang-bidang tanah yang berbatasan

4. Melampirkan hasil ketelitian pengukuran dan pemetaan titik
K batas. /
4 Kantor Jasa Pemohon

Data spasial Kantor Surveyor
P h ; . .
L:;gliosazrgz Sesuai SLA Pe, tanah_an B?&g;eng
Mengunggah: YA
1. Data spasial _— J"'I _— I:I L _
pada Aplikasi

Legalisasi Gambar TIDAK

Ukur _U

2. Pdf data spasial

) 1. Menerbitkan SPS legalisasi GU; 1. Data spasial bidang tanah
yang sudah di TTE 2. Setelah SPS dibayar oleh KJSB, didownload oleh KJSB dalam
Kantah mengupload data spasial. format PBT yang
3. Data spasial ditolak jika: ditandatangani secara
a. overlap dengan bidang tanah lain elektronik oleh  petugas
diluar blok pemetaan;

b. jika terjadi perubahan bentuk dan 2. KJSB menandatangani

las diluar toleransi  tanpa secara elektronik kembali
_ dilengkapi Berita Acara PBT hasil download ;

4. Jika data spasial dlterlma, Kantah 3. KISB menyerahkan PBT ke
melakukan pemetaan bidang tanah
pada peta pendaftaran di KKP dan pemohon.
memberikan TTE pdf data spasial;



LAMPIRAN III SURAT DIREKTUR JENDERAL SURVEI
-7- DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG

NOMOR :17/SE-PU.04.01/VIII/2022

TANGGAL : 11 Agustus 2022

CONTOH PETA BIDANG TANAH

‘16l 19l

PETA BIDANG TANAH
"Untuk Pendaftaran Tanah Pertama Kali"
u

-

Skala .......
Sistem Koordinat: ...

DESA/ KELURAHAN
KABUPATEN/KOTA J——
PROVINSI ...

NOMOR BERKAS
ALAMAT

PETUGAS UKUR
NIP/NOMOR LISENSI

Nomor Identifikasi =
o Bidang Tanah Luas'(pr}
- “+ -
o~ o~
- -
Legenda
00888 : Nomor Identifikasi Bidang Tanah
D : Batas Bidang Tanah
*Leg ‘_ dapat di L i dengan kead lapangan
yang digambarkan di muka peta.
Keterangan :
Peta Bidang Tanah ini bukan merupakan
bukti kepemilikan hak atas tanah
Telah diunggah dan masuk kedalam
sistem KKP oleh
Kantor Pertanahan Kab/Kota ...
........ dd-mm-yy.
KJSB .........
Wilayah Kerja.
(Tanda Tangan Secara Elektronik)
QR Code untuk
- -+ Menunjukan lokasi bidang -
Fs sudah terpetakan dalam sistem KKP » Nama
Lisensi Yang Berlaku

16 19
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